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Asmara Nababan dan Perjuangan Demokrasi di Indonesia
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Pemuda/mahasiswa
• Ikut dalam berbagai gerakan mahasiswa di awal 1970-an untuk

memperjuangkan demokrasi, termasuk korupsi

KSPPM Siborong-Borong (Orde Baru)
• Mengorganisir petani dan masyarakat adat. Perlawanan masyarakat terhadap

kehadiran industry pulp & paper yang mencaplok tanah adat di seputar

kawasan Danau Toba, Sumatera Utara;

• Mendorong tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat advokasi di Sumatera

Utara, untuk petani, nelayan, dan buruh.



Elsam (Orde Baru)
• Gerakan advokasi (bersama-sama dengan Sandri Moniaga, A. Hakim Garuda

Nusantara)

INFID (Orde Baru)
• Menginisiatifi konferensi indigenous people di Australia pada tahun 1996

(Konsorsium Pembaruan Agraria turut hadir dan gerakan maupun lembaga

yang mendampingi masyarakat adat di Indonesia);

• Konferensi ini turut berperan dalam melahirkan Deklarasi PBB tentang

Masyarakat Adat atau UNDRIP tahun 2007



Komnas HAM (Orde Baru – Reformasi dan era Gus Dur)
• Bersama-sama dengan H.S Dillon (yang menekuni hak asasi manusia dari aspek

ekonomi, sosial, dan budaya terutama tentang hak-hak petani) mendorong
terselenggaranya Konferensi Cibubur 2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Hak Asasi Petani. Proses di Komnas HAM untuk membahas rancangan dari
konferensi Cibubur 2001 memakan waktu 6 bulan kepanitiaan. Konferensi ini
menjadi cikal bakal dalam melahirkan UNDROP tahun 2018.

Demos
• Memberikan sumbangsih tentang masa depan gerakan sosial dan gerakan

politik di Indonesia.



Proses Perjalanan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani
dan Orang-Orang yang Bekerja di Perdesaan – UNDROP

2001
petani menghadapi diskriminasi
dan pelanggaran terhadap hak-

haknya, seperti perampasan
tanah yang mengatasnamakan
pembangunan, kekerasan, dan 
lainnya.  Situasi ini mendorong

kesadaran mengenai pentingnya
perjuangan untuk

mempertahankan hak-hak
petani. 

April 2001
Konferensi

Pembaruan Agraria
dan Hak Asasi Petani

dihelat di Cibubur, 
Indonesia. 

2002
Konferensi

Regional La Via 
Campesina (LVC) 
Asia Timur dan 
Selatan tentang
Hak Asasi Petani

2003
LVC memulai kampanye

dengan membuat laporan
tahunan terkait pelanggaran

terhadap hak-hak petani.

2005-2007
Usaha sistematis untuk

‘bagaimana
mengampanyekan

perlindungan dan pengakuan
tentang Hak Asasi Petani di 

level internasional

Juni 2008
Menyelenggarakan

konferensi
internasional tentang

Hak Asasi Petani di 
Jakarta

April 2009
Setelah krisis pangan, Majelis
Umum PBB menjajaki lebih

lanjut hak asasi petani untuk
pemenuhan dan perlindungan

hak asasi petani. 

2008
Preliminary study oleh

Komite Penasihat
Dewan Hak Asasi

Manusia PBB - secara
resmi masuk ke PBB

2010
membentuk preliminary study

bagaimana mewujudkan hak-hak
petani sebagai instrumen HAM 

baru

2012
Resolusi negosiasi terkait

Deklarasi PBB tentang Hak-
hak Petani dan Orang Lain 

yang Bekerja di Daerah 
Pedesaan

2013: Sesi 1
2015: Sesi 2
2016: Sesi 3
2017: Sesi 4
2018: Sesi 5

Desember 2018

UNDROP disahkan
dalam Sidang

Majelis Umum PBB

Konteks
Indonesia

internasional



Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani
dan Orang-Orang yang Bekerja di Perdesaan - UNDROP

Komite Ketiga PBB mengambil keputusan untuk mendukung disahkannya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Petani dan
Orang-Orang yang Bekerja di Perdesaan (Resolusi: A / C.3 / 73 / L.30, 119 Ya, 7 Tidak, 49 Abstain) . Sidang Umum PBB
mengadopsi Deklarasi PBB pada 17 Desember 2018 yang secara resmi menjadikan Deklarasi PBB menjadi norma
internasional. Deklarasi tersebut merupakan proses intergovermental yang telah ada di UN HRC sejak 2009 (dimulai
dengan Sesi Khusus UN HRC 8 Mei 2008, kemudian ke Komite Penasihat, Dewan, Kelompok Kerja, dan Dewan yang
mengadopsinya).





Penutup

1. Asmara Nababan sesungguhnya masuk dalam pemikiran tentang right in democracy. Pikiran,
sikap, dan kepeduliannya mengilhami berbagai gerakan sosial di Indonesia;

2. Konteks saat ini, jika Asmara Nababan hadir saat ini, dia akan memikirkan dengan serius tentang
fenomena politik dan kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini;


